BAB V

Penutup

V. I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta tinjauan yang telah dilakukan, maka ditarik sejumlah
kesimpulan penelitian, diantaranya adalah :

1. Temporary Insanity atau disabilitas mental sesaat adalah suatu terminologi yang
ada di dalam sejumlah pengadilan yang menjabarkan suatu kondisi ketika seseorang
menjadi tidak waras untuk sementara saat melakukan suatu tindakan pidana sehingga
ketika mereka melakukan suatu tindakan tersebut, mereka tidak mengetahui atau
memahami bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang berlawan dengan hukum serta
tidak memahami kualitas maupun konsekuensi atas tindakan tersebut.

Disabilitas mental sesaat hanya terjadi ketika suatu perbuatan terjadi; sebelum
maupun sesudah suatu tindakan, kewarasan tersebut ada sehingga mengetahui bahwa
tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Terdapat sejumlah
bentuk ketidakwarasan yang dapat dikatakan sebagai disabilitas sesaat, antara lain adalah
lunacy, irresistible impulse, dan emotional insanity; lunacy adalah suatu fase ketika
seseorang menjadi tidak waras dalam waktu tertentu, dalam hal ini ketika suatu tindakan
pidana terjadi. Hal ini berasal dari pemahaman yang diberikan di dalam hukum Inggris
yang menyatakan bahwa ketika seseorang menjadi tidak waras pada saat melakukan
suatu tindak pidana dan tidak memahami kualitas tindakannya lalu kemudian menjadi
sadar atas tindakannya.

Sedangkan irresistible impulse atau impuls yang tak tertahankan adalah suatu
dorongan yang berasal dari dalam diri yang tidak bisa ditahankan sehingga menjadi tidak
waras dan seseorang melakukan tindakan tersebut berdasarkan dorongan tersebut karena
dorongan tersebut membuatnya tidak waras. Lalu, emotional insanity atau kegilaan
emosional adalah suatu fase ketika seseorang memiliki luka emosional yang berat hingga

menjadi tidak waras melakukan suatu tindakan yang berasal dari luka emosional tersebut.
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Kemudian, salah satu kejadian disabilitas mental yang dapat dipergunakan
sebagai suatu alasan pemaaf adalah infansida. Di dalam infansida, seorang ibu bertindak
di bawah ketidak sadarannya dan melukai anaknya yang dibawah umur dua belas tahun.
Hal ini diatur di dalam sejumlah peraturan hukum negara common law seperti Britania
Raya dan Kanada. Seorang Ibu dipandang sedang berada di bawah tekanan setelah
melahirkan dan tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dalam hal ini, sang ibu
dipandang bersalah atas pembunuhan namun harus adanya konsiderasi bahwa keadaan
tersebut disebabkan oleh disabilitas mental sesaat sehingga dapat diringankan hingga

dihapuskan pidananya.

2. Temporary Insanity atau disabilitas mental sesaat tidak dapat dipakai sebagai
suatu alasan penghapus pertanggungjawaban pidana di dalam sistem peradilan Indonesia.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru atau
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain
adalah psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan
kepribadian serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi
sosial seperti autis dan hiperaktif.

Berdasarkan Pasal 38 yang ada di dalam KUHP menjelaskan secara langsung
bahwa disabilitas mental yang dimaksud di dalam pasal tersebut berkembang dari ilmu
psikiatri, yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas. Pasal 38 menjelaskan adanya suatu konsep kemampuan jiwa
yang menyatakan bahwa tidak semua disabilitas mental memiliki kadar pemahaman yang
sama sehingga memunculkan pasal 39 yang menyatakan bahwa adanya suatu fase
kekambuhan disertai dengan gambaran psikotik.

Pasal 39 merupakan penjelasan atas kondisi ketika seseorang berada di dalam
pengaruh kekambuhan akut disertai dengan gambaran psikotik melakukan suatu tindakan
tidak dapat memahami tindakan tersebut karena mereka tidak berhubungan dengan
kenyataan atau realita yang ada. Kekambuhan akut adalah suatu fase yang ada di
sejumlah penyakit kejiwaan yang berat seperti skizofrenia, bipolar, depresi, dan gangguan

kepribadian. Terdapat sejumlah fase sebelum kekambuhan akut tersebut terjadi akan
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tetapi jika seseorang sedang berada kekambuhan akut disertai dengan gambaran psikotik,
mereka tidak bisa mengendalikan kehendak maupun pemikirannya.

Lalu, penjelasan atas pasal 39 menyatakan bahwa perlu adanya suatu konsultasi
psikiatri untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakannya dalam
pengaruh kekambuhan akut disertai dengan gambaran psikotik karena jikalau ketika
tindakan terjadi seseorang memahami bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang
salah, maka kekambuhan tersebut bukanlah kekambuhan akut. Kemudian, kesaksian
tersebut menjadi suatu konsiderasi untuk hakim untuk menghapus pidana dan
memberikan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan suatu pidana di bawah
pengaruh kekambuhan akut disertai dengan gambaran psikotik.

Sehingga berdasarkan pasal 38 dan 39, disabilitas mental sesaat tidak termasuk ke
dalam pasal yang dapat menghapus pidana atau meringankan pidana karena disabilitas
mental sesaat adalah suatu istilah yang dipergunakan di dalam ilmu hukum untuk
membahas suatu keadaan ketika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
pidananya karena ketika tindakan pidana terjadi, mereka menjadi tidak waras namun
setelah tindakan usai, mereka menjadi waras kembali.

Kemudian, di dalam KUHP terbaru juga memiliki suatu bab yang membahas
tentang alasan pemaaf dan pasal 43 mencantumkan pembelaan terpaksa yang didasari
oleh keguncangan jiwa yang disebabkan serangan atau ancaman serangan yang seketika.
Keguncangan jiwa yang dimaksud disini adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang
yang menyebabkan perasaan gelisah, takut, marah, dan sebagainya secara dahsyat
sehingga tidak bisa berpikir secara jernih terhadap perbuatan yang dilakukannya telah
melampaui batas. Namun, keguncangan jiwa tersebut harus didasari oleh serangan atau
ancaman serangan ketika sehingga adanya suatu pembelaan terpaksa.

Disabilitas mental sesaat tidak termasuk ke dalam pasal 43 karena disabilitas
mental sesaat berasal dari dalam diri pada saat yang tidak berpengaruh dari kondisi atau
adanya serangan atau ancaman serangan saat seseorang melakukan suatu tindakan
tersebut. Pasal 43 bertumpu terhadap adanya suatu serangan atau ancaman serangan
yang membuat seseorang menjadi keguncang jiwanya dan melakukan suatu pembelaan

untuk melindungi dirinya, barang, maupun martabatnya.
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Maka dari itu, disabilitas mental sesaat tidak dapat dipakai di dalam sistem
peradilan Indonesia karena KUHP yang ada tidak mengakomodir alasan tersebut sebagai
suatu alasan penghapus pidana karena disabilitas mental yang dimaksud di dalam KUHP
menjadi sempit dan berhubungan ilmu psikiatri namun membantu sistem peradilan
hukum untuk memahami disabilitas mental dan mengakui bahwa penyandang disabilitas

mental memiliki suatu kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

V. 11. Saran

Mengingat bahwa KUHP terbaru telah mengakui bahwa terdapat sejumlah disabilitas
mental yang memiliki perbedaan persepsi atas kenyataan dan adanya pengakuan bahwa terdapat
suatu fase ketika pengidap disabilitas mental menjadi kambuh dengan indikasi psikotik, hal
tersebut dapat memperkecil pemahaman atas disabilitas mental yang selalu berkembang di dalam
ilmu psikiatri. Adanya suatu indikasi bahwa adanya pembatasan atas jenis atau bentuk disabilitas
mental dapat membahayakan seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana yang secara
medis tidak memiliki disabilitas mental akan tetapi menjadi tidak waras dalam periode tertentu.

Maka dari itu, perlu adanya perluasan atas penjelasan jenis atau bentuk disabilitas mental
karena disabilitas mental juga kemampuan jiwa maupun akan selalu berkembang, termasuk
disabilitas mental sesaat sebagai salah satu istilah yang dipergunakan oleh ilmu hukum untuk
menjabarkan fenomenologi seseorang menjadi psikosis ketika melakukan suatu tindakan pidana.

Serta tinjauan atas Pasal 38 perihal seseorang pengidap disabilitas mental dapat dipidana,
maupun dikurangi pidananya, karena disabilitas mental dapat memburuk karena tekanan atau
trauma yang dapat disebabkan oleh fasilitas yang tidak memadai, perilaku yang tidak baik dan
sebagainya, dan hal tersebut dapat membahayakan orang lain yang ada di dalam penjara karena
tidak semua fasilitas dapat memadai disabilitas mental sehingga perlu adanya suatu peninjauan
kembali bahwa adanya konsiderasi atas evaluasi penyandang disabilitas mental yang dipidana

secara berperiode.
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